BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 663, 2022 KEMENKEU. Pemberian Insentif Pajak. Barang

yang Diperlukan. Penanganan Pandemi Corona

Virus Disease 2019. Perpanjangan Pemberlakuan
Fasilitas Pajak Penghasilan. Sumber Daya
Manusia di Bidang Kesehatan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113/PMK.03/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
226/PMK.03/2021 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PAJAK TERHADAP
BARANG YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN
FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BAGI SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG
KESEHATAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN
2020 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk penanganan dampak pandemi Corona Virus
Disease 2019 masih diperlukan perpanjangan jangka
waktu pemberian insentif perpajakan atas barang yang
diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Corona
Virus Disease 2019 untuk mendukung percepatan
penanganan Corona Virus Disease 2019;

b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor
226/PMK.03/2021 tentang Pemberian Insentif Pajak
terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan

Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan
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Mengingat

bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun
2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
belum mengatur kebutuhan perpanjangan jangka waktu
pemberian insentif pajak, sehingga perlu dilakukan
perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2021
tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang
Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan
Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia
di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak
Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19);

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
67306);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang
Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 148, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6526);
Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang
Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam
Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan
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Menetapkan

Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka
Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 129);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2020
tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai
serta Perpajakan atas Impor Pengadaan Vaksin dalam
Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1393);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1031);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2021
tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang
Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan
Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia
di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak
Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1530);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 226/PMK.03/2021
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PAJAK TERHADAP BARANG
YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PERPANJANGAN
PEMBERIAKUAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BAGI SUMBER
DAYA MANUSIA DI BIDANG KESEHATAN BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG
FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
226/PMK.03/2021 tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap

Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi

Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan

Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di

Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam
Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1530)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah dan menambahkan 1

(satu) ayat, yakni ayat (7) sehingga Pasal 3 berbunyi

sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 3

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf

b, huruf ¢, dan huruf d, wajib membuat:

a. Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

b. laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah.

Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan

aplikasi e-Faktur dengan cara:

a. memilih cap “PPN DITANGGUNG PEMERINTAH
EKSEKUSI PMK NOMOR 226/PMK.03/20217%;
atau

b. memilih cap lainnya dan mengisikan “PPN
DITANGGUNG PEMERINTAH EKSEKUSI PMK
NOMOR 226/PMK.03/2021” pada  kolom
referensi Faktur Pajak.

Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan oleh

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf

b, huruf ¢, dan huruf d, diperlakukan sebagai laporan

realisasi PPN ditanggung pemerintah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b.
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(4)

(5)

(6)

(7)

Atas penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 ayat (5) huruf b, huruf ¢, dan huruf d, yang:

a. tidak menggunakan Faktur Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2); dan/atau

b. tidak dilaporkan sesuai ketentuan oleh
Pengusaha Kena Pajak dalam SPT Masa PPN
sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

tidak diberikan insentif PPN dan dikenai PPN sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat

setiap Masa Pajak.

Contoh penyerahan yang tidak diberikan insentif PPN

ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dibuat sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) pasal,

yakni Pasal 3A dan Pasal 3B sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 3A

Dalam hal terdapat penyerahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b, huruf ¢, dan huruf d yang
telah diterbitkan Faktur Pajak, namun atas Faktur Pajak
tersebut:
a. belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (2); dan/atau
b.  salah dalam pengisian atau penulisan nilai PPN,
Pengusaha Kena Pajak wajib melakukan pembetulan atau
penggantian Faktur Pajak tersebut dengan cara membuat
Faktur Pajak pengganti.
Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan Faktur Pajak
pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
SPT Masa PPN sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang perpajakan.
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(3) Penerbitan Faktur Pajak pengganti sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) atas Faktur Pajak yang dibuat
untuk penyerahan yang terjadi selama tahun 2021
wajib dilaporkan dalam SPT Masa PPN sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan paling lambat tanggal 31 Desember 2022.

(4) Penerbitan Faktur Pajak pengganti sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) atas Faktur Pajak yang dibuat
untuk penyerahan yang terjadi selama tahun 2022
wajib dilaporkan dalam SPT Masa PPN sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan paling lambat tanggal 31 Januari 2023.

(5) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan
Faktur Pajak pengganti sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), atas
penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak diberikan insentif PPN ditanggung pemerintah
dan dikenai PPN sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 3B
Dalam hal diperoleh data dan/atau informasi yang
menunjukkan bahwa atas penyerahan yang
memanfaatkan fasilitas dalam Peraturan Menteri ini
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri ini, Pengusaha Kena Pajak wajib

memungut PPN yang terutang.

Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal,

yakni Pasal SA sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A
Barang Kena Pajak yang diperlukan dalam rangka
penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (3) dan vaksin dan/atau obat untuk
penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (5) huruf d yang atas penyerahannya telah
memanfaatkan pembebasan dari pengenaan PPN sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan, tidak dapat
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memanfaatkan insentif PPN ditanggung pemerintah

berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Ketentuan Pasal 8 diubah dengan menambahkan 1 (satu)
ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 8

(1) Fasilitas PPh dalam rangka penanganan COVID-19
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak
Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19), berupa pengenaan tarif PPh
sebesar 0% (nol persen) dan bersifat final atas
tambahan penghasilan yang diterima sumber daya
manusia di bidang kesehatan, berlaku mulai tanggal 1
Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.

(2) Jangka waktu pemberian fasilitas PPh sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diperpanjang sampai dengan
tanggal 31 Desember 2022.

Ketentuan Pasal 10 diubah dengan menambahkan 1 (satu)
ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 10

(1) Pemberian insentif PPN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1), pembebasan dari pemungutan PPh
Pasal 22 impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (6) huruf a, dan/atau pembebasan dari
pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (6) huruf b, ayat (7), ayat (8), dan
ayat (10), berlaku sejak Masa Pajak Januari 2022
sampai dengan Masa Pajak Juni 2022.

(2) Jangka waktu pemberian insentif PPN, pembebasan
dari pemungutan PPh Pasal 22 impor, dan/atau
pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang
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sampai dengan Masa Pajak Desember 2022.

Ketentuan Pasal 11 diubah dengan menambahkan 2 (dua)

ayat, yakni ayat (2) dan ayat (3) sehingga Pasal 11 berbunyi

sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 11
Pemberian pembebasan dari pemungutan PPh Pasal
22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (13)
kepada Pihak Tertentu, Pihak Ketiga, atau Industri
Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat berlaku
sejak tanggal surat keterangan bebas diterbitkan
sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.
Jangka  waktu pemberian pembebasan dari
pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diperpanjang sampai dengan tanggal 31
Desember 2022.
Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan
surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
226/PMK.03/2021 tentang Pemberian Insentif Pajak
terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak
Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang
Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak
Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19), harus
menyampaikan kembali permohonan surat
keterangan bebas berdasarkan Peraturan Menteri ini
untuk dapat memperoleh  pembebasan  dari
pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (6) huruf b, ayat (7), ayat (8), dan
ayat (10).
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Ketentuan Pasal 12 diubah dengan menambahkan 2 (dua)
ayat, yakni ayat (2) dan ayat (3) sehingga Pasal 12 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Pemberian surat rekomendasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (8) dan Pasal 6 ayat (9) berlaku
sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.

(2) Jangka waktu pemberian surat rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang
sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

(8) Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan surat
rekomendasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 226/PMK.03/2021 tentang Pemberian Insentif
Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan
Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak
Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang
Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan
dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19), harus menyampaikan kembali permohonan
surat rekomendasi berdasarkan Peraturan Menteri ini
untuk dapat memanfaatkan fasilitas dalam Peraturan

Menteri ini.

Ketentuan huruf C dan huruf D sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor
226/PMK.03/2021 tentang Pemberian Insentif Pajak
terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan
Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi
Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang
Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diubah dan
ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf H sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Pasal II

Dalam hal terdapat penyerahan Barang Kena Pajak yang
dilakukan setelah berakhirnya fasilitas berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2021
tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang
Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan
Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia
di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak
Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) sampai dengan sebelum
berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, pemberian
fasilitas terhadap penyerahan Barang Kena Pajak
tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 226 /PMK.03/2021.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



2022, No. 663 1o

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Juli 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113/PMK.03/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
226/PMK.03/2021 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PAJAK
TERHADAP BARANG YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA
PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN
BAGI SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG KESEHATAN
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

CONTOH FORMAT DOKUMEN DAN CONTOH KASUS DALAM RANGKA
PEMBERIAN INSENTIF PAJAK TERHADAP BARANG YANG DIPERLUKAN
DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BAGI
SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG KESEHATAN BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)

A. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA KEPALA DINAS
KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DINAS KESEHATAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tetap.

B. CONTOH KASUS LAPORAN REALISASI PPN DITANGGUNG PEMERINTAH
PADA FAKTUR PAJAK YANG DILAPORKAN DALAM SPT MASA PPN

Tetap.
C. CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Nomor L e (1)
Lampiran: ..oocoveveviiiiiiiniiiiiiineneenens (2)
Perihal : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan

PPh Pasal 22

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama L e 4)
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NPWP e, (5)
Jabatan: ..o (6)
bertindak selaku: [ [Wajib Pajak

[ |Pengurus dari Wajib Pajak

Nama P (7)
NPWP e (8)
Alamat N 9)

mengajukan permohonan untuk memperoleh surat keterangan bebas
pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor ... Tahun ... tentang ..., dengan alasan:

melakukan pembelian atau penjualan barang yang diperlukan
dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) atau Pasal 6 ayat (7) PMK Nomor ...
Tahun ... tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang
Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak
Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang
Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19).

melakukan pembelian bahan baku untuk memproduksi vaksin
dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) PMK Nomor ... Tahun ... tentang
Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam
Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan
Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi
Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak
Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19).

melakukan penjualan vaksin dan/atau obat untuk penanganan
COVID-19 kepada Instansi Pemerintah dan/atau badan usaha
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10) PMK Nomor
... Tahun ... tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang
Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak
Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang
Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19).

Dengan lawan transaksi:

Nama e (10)
NPWP s (11)
Surat Penunjukan atau Kontrak: .................c........ (12)

Demikian permohonan ini kami sampaikan.



(1)
(2)
(3)

(4)
()
(6)
(7)
(8)
9)
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.............. y eenerenenenneenne. 200000 (13)
Pemohon,
(14)

PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Diisi dengan nomor surat permohonan.

Diisi dengan jumlah lampiran.

Diisi dengan kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak
diadministrasikan.

Diisi dengan nama pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
Diisi dengan NPWP pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
Diisi dengan jabatan pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.

Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

(10) Diisi dengan nama lawan transaksi.

(11) Diisi dengan NPWP lawan transaksi.

(12) Diisi dengan nomor surat penunjukan atau kontrak.
(13) Diisi dengan tanggal permohonan.

(14) Diisi dengan tanda tangan pemohon.

(15) Diisi dengan nama pemohon.
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D. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK

PENGHASILAN PASAL 22 Lembar ke-1: Untuk Wajib Pajak

Lembar ke-2: Untuk Pemotong/
Pemungut/DJBC

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETERANGAN BEBAS

PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Kepala Kantor Pelayanan Pajak...........cccccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin... (1)
menerangkan bahwa orang pribadi/badan *) tersebut di bawah ini:

Nama Wajib Pajak PP (3)
NPWP P PP PRSPPI (4)
Alamat PP PPN (5)

dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22 berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor ... Tahun ... tentang ..., pada saat*):

melakukan pembelian atau penjualan barang yang diperlukan
dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) atau Pasal 6 ayat (7) PMK Nomor ...
Tahun ... tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang
Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak
Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang
Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19).

melakukan pembelian bahan baku untuk memproduksi vaksin
dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) PMK Nomor ... Tahun ... tentang
Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam
Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan
Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi
Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak
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Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19).

melakukan penjualan vaksin dan/atau obat untuk penanganan
COVID-19 kepada Instansi Pemerintah dan/atau badan usaha
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10) PMK
Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap
Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan
Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang
Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun
2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dengan lawan transaksi:

Nama L e (6)
NPWP e (7)
Surat Penunjukan atau Kontrak: .......................... (8)

Surat keterangan bebas ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai
dengan tanggal 31 Desember 2022.

a.n. Direktur Jenderal Pajak

Kepala Kantor Pelayanan Pajak

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

(1) Diisi dengan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan surat keterangan
bebas pemungutan PPh Pasal 22.

(2) Diisi dengan nomor surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22.

(3) Diisi dengan nama Wajib Pajak.
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(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
9)

Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.

Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Diisi dengan nama lawan transaksi.

Diisi dengan NPWP lawan transaksi.

Diisi dengan nomor surat penunjukan atau kontrak.

Diisi dengan tanggal surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22
diterbitkan.

(10) Diisi dengan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan surat keterangan

bebas pemungutan PPh Pasal 22.

(11) Diisi dengan tanda tangan kepala kantor pelayanan pajak yang

menerbitkan surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22.

(12) Diisi dengan nama kepala kantor pelayanan pajak yang menerbitkan surat

E.

keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22.

CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT
KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Tetap.

FORMULIR LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PEMUNGUTAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

Tetap.

CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Tetap.
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H. CONTOH FAKTUR PAJAK

Faktur Pajak hasil keluaran aplikasi e-Faktur yang memilih cap “PPN
DITANGGUNG PEMERINTAH EKSEKUSI PMK NOMOR 226/PMK.03/2021”

Faktur Pajak

Kode dan Nomaor Sed Fakiur Pajak : 070.001-22.00000201

Pengusaha Kana Pajak

Mama : PT SINCHAN
Alamat : JL PAHLAWAN BERTOPENG BLOK MATAHARI NO .11, KIOTO RT: 1 AW: 14 JAKARTA
NPWP : 99.999.999.9-999.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerma Jasa Kena Pajak

Mama : PT BTS
Alamal : Jalan Teuku Umar No.1, Gondangdia, Menleng, Jakarta Pusat 10350
NPWP : 02.345.678.9-123.000

MNa. Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kana Pajak Hargn Mfﬁiﬁ:ﬁnmg

Bl 2 00000000
Uang Muka / Termin 95.000.000,00
Dikurangi Polongan Harga
Dikurangi Uang Muka
Dasar Pengenaan Pajak 95.000.000,00
PPN = 1% x Dasar Pengenaan Pajak 10.450.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mawah) 0,00

Sesus dengan ketenuan yarg berlaky, Direkiomt Jerdeal Pgak mengatur bahwa Fakur Pajak ini telah ditandatangani sacara sleaonik sshingga tidak
diperiukan tanda tangan basah pada Faor Pajsk ini

E E JAKARTA, 05 Mei 2022

- PPN DITANGGUNG
PEMERINTAH EKS
E PMK 226/PMK.03 2021 Admin

UANG MUKA PEMBAYARAN VAKSN COVID-19 INV: 120BrSN 2022

PEMBERITAHUAN DIRERTORAT ENDERAL PR A8, Fuktur Pajk n elih diepodcn be Drekdond dendend Paak din 1 dari 1
taih v e s b i e s s g bl ki panaliran parpa e ke pang beaku

www.peraturan.go.id
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Faktur Pajak hasil keluaran aplikasi e-Faktur yang memilih cap lainnya
dan mengisikan “PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKSEKUSI PMK
NOMOR 226/PMK.03/2021” pada kolom referensi Faktur Pajak

Faktur Pajak

Kode dan Nomar Ser Fakiur Pajak : 070.001-22.00000200

Pangusaha Kena Pajak

MNama : PT SINCHAN
Alamat : JL PAHLAWAN BERTOPENG BLOK MATAHARI NO_11, KIOTO RT: 1 RW: 14 JAKARTA

NPWP : 99.999.993 9-399.000

Pambel Barang Kena Pajak / Penedma Jasa Kena Pajak

Nama : PT XYZ
Alamal : Jalan Galol Subrolo No.40A, Senayan, Kebayoran Bary, Jakarta Selatan 12910
NPWP : 01.234_567.8-310.000

MNa. Mama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak Harga mhﬂmi?;n:anmg

| i T
Harga Jual / Penggantian 50.000.000,00
Dikurangi Polongan Harga 0,00
Dikurangi Uang Muka
Dasar Pengenaan Pajak 50.000.000,00
PPN = 11% x Dasar Pangenaan Pajak 5.500.000,00
Total PPnBM (Pajak Panjualan Barang Mawah) 0,00

Sesua dengan katenuan yarg berfaku, Direkiom! Jerdeml Pajak mengatur bahwa Fakiur Pgjak ini telsh ditandatargan sscara elstmonik sehingga tidak
dipériukan landa tangan basah pada Fadhr Pajsk ini

JAKARTA, 27 Februari 2022
(=] [=]

0O

PPN DITANGGUNG PEMERNTAH EKSEXKUS | PMK NOMOR 2287 M 032021

PEMEERITAHIUAN DIFE KT ORAT JENDERAL P& Faklur Pagik n mhih dlapoin ke Drekiond denden| P, dan 1 dari i
1ah —a dengan wang beraku

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

www.peraturan.go.id



